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PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 24 TAHUN 2008 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA

o

WALIKOTA SURABAYA,

bahwa untuk meningkatkan disiplin, tertib berpakaian dan motivasi
kerja pegawai telah diatur ketentuan mengenai Pakaian Dinas
Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya berdasarkan
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 24 Tahun 2008;

bahwa dalam rangka mengoptimalkan penggunaan barang/bahan
hasil produksi dalam negeri, diperlukan tindakan nyata dari
Pemerintah Kota Surabaya berupa pengaturan tentang penggunaan
pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya dengan
mengutamakan penggunaan barang/bahan hasil produksi dalam
negeri;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b serta memperhatikan Formulir Berita Menteri
Dalam Negeri Nomor : 027/884/SJ tanggal 17 Maret 2009, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan
Walikota Surabaya Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas
Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa
Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965
(Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3037);



10.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua
kali dengan  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor
4844);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor
50 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor
4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 161 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4790);

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-Jenis
Pakaian Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Presiden Nomor 50 Tahun 1990;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang
Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang
Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya
Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya
Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya
Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya
Nomor 12);

13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan
Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);

14. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2006 tentang Hari
dan Jam Kerja Bagi Instansi di Lingkungan Pemerintah Kota
Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 11/E);

15. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 24 Tahun 2008 tentang
Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya
(Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 24).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 24 TAHUN 2008
TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SURABAYA.

Pasal |

1. Semua kalimat Kepala Badan Pengawas diubah sehingga
berbunyi Inspektur.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 6

(1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a
dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari yang dikenakan
pada setiap hari Senin sampai dengan Rabu.



(2) PDH terdiri dari :
a. PDH Pria
1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu dan warna khaki;
2. Celana panjang warna khaki; dan

3. lkat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua
warna hitam.

b. PDH Wanita :
1. Baju lengan pendek dan warna khaki;

2. Rok paling sedikit 10 cm (sepuluh sentimeter) di bawah
lutut warna khaki; dan

3. Sepatu warna hitam.

c. PDH Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Untuk Pegawai yang menduduki jabatan struktural eselon Il dan
eselon Ill, PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7
dipakai pada setiap hari Senin.

4. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

PSH Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e,
dipakai bagi Pegawai yang menduduki jabatan struktural eselon Il
dan eselon Ill pada Sekretariat Daerah serta Camat dan dipakai pada
setiap hari Selasa.

5. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1) Pakaian Kemeja Berdasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) huruf f, dipakai bagi Pegawai yang menduduki jabatan
struktural eselon 1l dan eselon lll serta dipakai pada setiap hari
Rabu.

(2) Pegawai pada Unit Kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi
yang bersifat khusus dapat menggunakan Pakaian Kemeja
Berdasi.



6. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 16

(1) Pakaian batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
huruf g, dipakai pada setiap hari Kamis sampai dengan Jum’at
dan acara resmi lainnya.

(2) Pakaian batik adalah pakaian berupa kemeja lengan
panjang/pendek bermotif batik dengan bawahan celana panjang
bagi Pria dan rok paling sedikit 10 cm (sepuluh sentimeter) di
bawah lutut bagi Wanita dengan warna yang disesuaikan dan
tidak berbahan kain jenis jeans.

(3) Pakaian Batik Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal Il
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 20 Oktober 2009

WALIKOTA SURABAYA,
ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 20 Oktober 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,
ttd

SUKAMTO HADI
BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2009 NOMOR 92

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.
Penata Tingkat |
NIP. 19720831 199703 1 004
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